BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI F NOMOR 488

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
di bidang lingkungan hidup perlu dibentuk unit pelaksana
teknis daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan
bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubemur,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. r

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang........c....... /



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan /



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta. Tata Keija Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2017 Nomor 67 Seri F Nomor 469).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah /



10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Samosir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Samosir.

Bupati adalah Bupati Samosir.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Samosir.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional laboratorium lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup;

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk
didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta mahluk hidup lainnya.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau
dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau
komponen lainnya ke dalam lingkungan dan/atau
berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau
oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai
ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan
peruntukannya.

Laboratorium Lingkungan adalah Instansi/Lembaga yang
mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian
parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan Kalibrasi
dan/atau pengujian bidang lingkungan yang merupakan
Laboratorium Pelayanan dengan ruang lingkup bidang
pengujian kimia/mikrobiologi dengan bahan atau produk
yang diuji limbah cair dan air permukaan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Laboratorium
Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya di singkat Ka.
UPTD Laboratorium Lingkungan.

Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur

sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

pelayanan /
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pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB Il
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium
Lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Samosir.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja seluruh

Kabupaten Samosir.

BAB 111
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
UPTD Laboratorium Lingkungan adalah pelaksana teknis
operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang
penyelenggaraan laboratorium lingkungan.
UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua 7
Organisasi
Pasal 4
Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri
dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha,;

c. kelompok /
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c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan
Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 5

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas
pokok menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan
melaporkan tugas-tugas mengenai laboratorium lingkungan,
fasilitas, pelayanan, pengujian parameter kualitas
lingkungan, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku
untuk menghasilkan data kualitas lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPTD

Laboratorium Lingkungan memiliki fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan di bidang laboratorium
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
Program Keija Dinas Lingkungan Hidup sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;

c. Penyusunan standar operasional prosedur laboratorium
dan standar pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
yang berlaku di bidang Laboratorium Lingkungan untuk
penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan;

d. Penyusunan dan penyempurnaan standar peralatan
teknik, fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan
pengujian parameter kualitas lingkungan,
pengembangan, pengendalian, pengawasan keselamatan

keija dan penggunaan laboratorium lingkungan sesuali

peraturan /



peraturan yang berlaku untuk menghindari teijadinya
kecelakaan keija;

Pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa laboratorium
lingkungan dan standar pengawasan, keselamatan dan
mutu Laboratorium Lingkungan sesuai PERDA, SNI/ISO
17025 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk melaksanakan pelayanan pengujian terhadap
pelanggan;

Pelaksanaan ketentuan kaji ulang sistem manajemen
mutu laboratorium lingkungan berdasarkan SNI/ISO
17025 wuntuk kelancaran tugas manajemen mutu
laboratorium;

Pelaksanaan Pengembangan Pengujian Kualitas
Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk menghasilkan inovasi prosedur keija sehingga
memudahkan dalam pengujian parameter lingkungan;
Pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan
meliputi sumber-sumber air baku, air danau/sungai, air
permukaan, air limbah, udara dan tanah berdasarkan
standard operasional prosedur yang berlaku untuk
menghasilkan data kualitas lingkungan di tingkat
kabupaten;

Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia
bidang Laboratorium Lingkungan berdasarkan peraturan
yang berlaku untuk  menghasilkan SDM  yang
berkompeten;

Pelaksanaan pengembangan peralatan Laboratorium
Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan untuk
menghasilkan peralatan pengujian parameter kualitas
lingkungan yang terkalibrasi;

Pelaporan dan pertanggungjawaban atmas pelaksanaan
tugas kepada Kepala Dinas melalui sekretaris sesuai
dengan standar yang ditetapkan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua /
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Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
Laboratorium Lingkungan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan
melaksanakan kegiatan pengadministrasian dan
penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

a. Perencanaan administrasi surat menyurat, sarana
prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;

b. Pendistribusian tugas kepada bawahan berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;

c. Penghimpunan bahan/data untuk penyusunan laporan
laboratorium dan bertanggung jawab atas penerimaan
contoh uji sesuai ketentuan dan standard yang
ditetapkan untuk kelancaran tugas;

d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan
dan rumah tangga unit pelaksana teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;

e. Penyelenggaraan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen laboratorium
lingkungan sesuai ketentuan dan standard yang
ditetapkan untuk kelancaran tugas;

f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian dokumen
laboratorium lingkungan sesuai  standard yang
ditetapkan untuk menghasilkan tertib administrasi yang
baik;

g. Pembuatan /
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g. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7
Pada UPTD Laboratorium Lingkungan dapat dibentuk
Kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jabatan fungsional yang dalam
melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan yang mempunyai
tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 8

Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan pegawai yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan
teknis berdasarkan peraturan yang Dberlaku untuk
menunjang proses kinerja di UPTD.

Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari :

a. Pengadministrasi Umum;

b. Pramu Laboratorium; ?

c. Pranata Laboratorium Perekayasaan;

d. Pengelola Laboratorium;

e. Analis Laboratorium;

f. Pengambil Sampel,

g. Bendahara; dan

h. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 1 /
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Paragraf 1
Pengadministrasi Umum
Pasal 9

Pengadministrasi Umum mempunyai  tugas pokok

mengagendakan, mengarsipkan surat masuk dan surat

keluar serta melaksanakan pelayanan Kkesekretariatan
menyangkut administrasi, menyiapkan kebutuhan rapat dan
tugas lainnya sesuai instruksi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengadministrasi Umum

mempunyai fungsi:

a. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan prosedur untuk kelengkapan arsip;

b. Penyiapan kebutuhan rapat sesuai dengan prosedur
yang berlaku agar rapat terselenggara dengan baik;

c. Pelaksanaan.kegiatan urusan kerumahtanggaan kantor
meliputi kebersihan dan keindahan sesuai dengan
prosedur agar lingkungan kantor tertata dengan rapi;

d. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekeijaan
kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang Dberlaku sebagai
pertanggungjawaban pekeijaan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Pramu Laboratorium

Pasal 10
Pramu Laboratorium mempunyai tugas pokok menyusun,
melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan,
pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan
menyusun rekomendasi di bidang laboratorium sesuai
dengan ketentuan dan standard yang berlaku untuk
menghasilkan kegiatan tahunan guna peningkatan kinerja
dan kualitas teknologi Laboratorium Lingkungan secara

inovatif.

(4) Dalam. /



(4) Dalam melaksanakan tugas pokok Pramu Laboratorium
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mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan, penyempumaan dan pengkoordinasian
rencana/program jangka menengah dan tahunan
Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran tugas;

Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang atau
jasa, melakukan evaluasi pemasok serta verifikasi barang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
tugas;

Penyelenggaraan program pengembangan Laboratorium
sesuai dengan peraturan dan SNI/ISO 17025 untuk
pelaksanaan program Laboratorium;

Pelaksanaan Kkegiatan pengembangan SDM personil
laboratorium sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan Untuk menghasilkan personil laboratorium
yang kompeten;

Penerimaan contoh, pemindahan data hasil pengujian ke
dalam format laporan dan menyampaikan laporan hasil
pengujian kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk menerbitkan laporan hasil
pengujian;

Pelakuan kaji ulang permintaan pengujian sampel dari
pelanggan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
untuk kelancaran tugas;

Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Pranata Laboratorium Perekayasaan
Pasal 11

Pranata Laboratorium Perekayasaan mempunyai tugas

pokok menghimpun, menyelenggarakan, menganalisa,

melakukan perancangan, penyusunan, pengumpulan,

pengolahan dan

inventarisasi /
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inventarisasi melalui penyiapan sarana dan prasarana

laboratorium yang dibutuhkan dan menentukan sistem

mutu laboratorium lingkungan sesuai dengan standar dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan dasar kebijakan
penentuan status mutu laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pranata Laboratorium

Perekayasaan mempunyai fungsi:

a. Penghimpunan bahan/data untuk penyusunan sistem
mutu kaji ulang laboratorium berdasarkan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran tugas;

b. Pengesahan panduan prosedur, instruksi ketja peralatan
dan metode serta instruksi kerja khusus termasuk
dokumen pendukung dan formulimya sesuai dengan
SNI/ISO 17025 untuk menghasilkan dokumen
manajemen laboratorium yang baik;

c. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian
program audit internal laboratorium sesuai dengan
SNI/ISO 17025 untuk pengembangan dokumen
manajemen mutu laboratorium;

d. Pelaksanaan audit internal atau bila perlu audit tindak
lanjut  untuk memyverifikasi  efektifitas tindakan
perbaikan yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan
laboratorium yang kompeten;

e. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan
limbah laboratorium sesuai dengan Kketentuan yang
berlaku untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja
dan meminimalisasi limbah laboratorium;

f. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekeijaan;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf4 /
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Paragraf 4

Pengelola Laboratorium

Pasal 12
Pengelola Laboratorium mempunyali tugas pokok
merencanakan, pemanfaatan laboratorium,
menyelenggarakan urusan pengujian, pengawasan,

penggunaan peralatan, validasi data dan penyusunan

pelaporan hasil  pengujian, mengkoordinasikan dan

mengevaluasi serta membuat laporan di bidang laboratorium
kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengelola Laboratorium

mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan terhadap
kegiatan pengujian, penerapan jaminan dan
pengendalian mutu di lapangan dan dalam laboratorium
sesuai dengan SNI/ISO 17025 untuk menghasilkan data
pengujian yang valid;

b. Pelakuan partisipasi atas program uji profisiensi dan uji
banding sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
untuk menghasilkan kineija  laboratorium yang
tervalidasi;

c. Penyelenggaraan penelusuran atas pengaduan/keluhan
pelanggan terhadap mutu data hasil pengujian, sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan untuk kepuasan
pelanggan terhadap hasil pengujian;

d. Penyelenggaraan pelayanan dan penetapan tarif
penggunaan jasa laboratorium lingkungan, sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan untuk
memenuhi retribusi jasa laboratorium;

e. Penyelenggaraan identifikasi masalah ' dan tindakan
preuentif di laboratorium sesuai peraturan yang berlaku
untuk meminimalisir penyimpangan pengujian dan
fasilitasi pengujian sarana dan prasarana laboratorium
lingkungan;

f. Penyelenggaraan pengadaan peralatan teknik

laboratorium sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan /
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ditetapkan untuk memenuhi sarana dan prasarana

laboratorium;

g. Penyelenggaraan validasi data hasil pengujian dan

pengujian ulang terhadap retained sampel, sesuai
ketentuan vyang berlaku untuk menghasilkan data
pengujian yang akurat;

h. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap
penyelia pengambil contoh uji dan penyelia laboratorium,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan untuk
pelaksanaan pengambilan contoh uji;

i. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekeijaan;

J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 5
Analis Laboratorium
Pasal 13

Analis Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengujian parameter kualitas lingkungan (air, tanah dan
udara) berdasarkan standar operasional prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menghasilkan data pengujian yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Analis Laboratorium

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengujian parameter kualitas air
berdasarkan prosedur keija yang telah ditetapkan
sehingga menghasilkan data pengujian kualitas air;

b. Pelaksanaan pengujian parameter Kkualitas udara
berdasarkan prosedur keija yang telah ditetapkan
sehingga menghasilkan data pengujian kualitas udara;

c. Pelaksanaan pengujian parameter kualitas tanah
berdasarkan prosedur keija yang telah ditetapkan

sehingga menghasilkan data pengujian kualitas tanah;

d. Pembuatan /
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d. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 6
Pengambil Sampel
Pasal 14

Pengambil Sampel mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengambilan sampel parameter kualitas lingkungan (air,

tanah dan udara) berdasarkan standar operasional prosedur
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menghasilkan sampel yang akan dianalisa.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengambil Sampel

mempunyai fungsi:

a. Perencanaan sampling parameter kualitas lingkungan
berdasarkan prosedur keija yang telah ditetapkan untuk
kelancaran tugas;

b. Persiapan sampling berdasarkan prosedur kerja yang
telah ditetapkan untuk kelancaran tugas;

c. Pelaksanaan sampling air berdasarkan prosedur Kkeija
yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan contoh uji
air;

d. Pelaksanaan sampling udara berdasarkan prosedur keija
yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan contoh uji
udara;

e. Pelaksanaan sampling tanah berdasarkan prosedur keija
yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan contoh uji
tanah;

f. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 7 /
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Paragraf 7
Bendahara
Pasal 15

Bendahara mempunyai tugas pokok menerima,

menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan

uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta
tertib administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bendahara mempunyai

fungsi:

a. Pemprosesan pengajuan Uang Persediaan (UP)/Ganti
Uang Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan
(TU)/Langsung (LS) sesuai petunjuk teknis agar dana
UP/GU/TUI/LS terealisasi;

b. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;

c. Penatausahaan UP/GU/TU/LS melalui pencatatan di
BKU (Buku Kas Umum) maupun Buku Pajak, Buku
Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai dan
mencetak buku-buku tersebut setiap bulannya untuk
pertanggungjawaban atas belanja;

d. Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)
pengeluaran kepada PA melalui PPK, dan kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan sesuali
ketentuan yang berlaku agar pengelolaan keuangan
beijalan dengan tertib;

e. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekeijaan
kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban

pekeijaan; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik secara lisan maupun tertulis.

BAB V /
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium
Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib
melaksanakan, membangun, memelihara dan membina
komunikasi vertikal dan horizontal serta membina
koordinasi dan keijasama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan
prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD Laboratorium
Lingkungan wajib melakukan pengawasan melekat sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17
Kepala UPTD adalah jabatan pengawas (Eselon 1Va).
Kelapa Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas
(Eselon VD).
Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok
Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD
yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampali
dengan ditetapkannya pejabat pada UPTD yang terbentuk
berdasarkan Peraturan Bupati ini.
UPTD vyang sudah ada harus menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak

Peraturan Bupati ini ditetapkan

BAB VIII /



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada
Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2008 Nomor 198 Seri F Nomor 117) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang< dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Pebruari 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 1 "QMCKL 2018

SEKRETARIS DAERAH

Drs. JABB A, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR Il SERI F NOMOR AW
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